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KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NI
DAN REFORMASI BIROKRASI

» Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

»  Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem
DASA R H U KU M Pemerintahan Berbasis Elektronik

« Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penerapan SPBE sebagai

Mengetahui capaian kemajuan

Menjamin kualit landasan menuju
pelaksanaan SPBE pada Instansi énjamin kuafitas pernerapan j

LATAR BELAKANG . SPBE pada Instansi Pusat dan Transformasi Digital
Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah sesuai Pemerintahan melalui

DAN TUJUAN sehingga flapat memberikan dengan tujuan SPBE program prioritas
saran peningkatan Kementerian PANRB

S  621IPPD* § Tg Kerja sama Tim Koordinasi SPBE = GEJ LHE IPPD dan
2 | O 5 Nasional dan =8

PELAKSANAAN S e <% 30 Perguruan Tinggi 25 Indeks SPBE
0 *Lembaga lainnya o 5 1

e 2 ,tﬁ,s?zf) ainnya (15} (130 Asesor Eksternal) o “Baik”

DAN EVALUASI

*Pemerintah Provinsi (38)

¢ Ditetapkan melalui Keputusan Menteri
*Pemerintah Kabupaten (398) » PANRBpNomor 262 Tar?un 5093
*Pemerintah Kota (93)

*) Keputusan Menteri PANRB
Nomor 461 Tahun 2023




panrb CAPAIAN INDEKS SPBE NASIONAL

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMAS| BIROKRASI

Progres Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2018 - 2023

“- n-ﬂ ebbiedbaitabian
2018 2021
Metodologi yang digunakan adalah

<1,8

|
|
|
Indeks SPBE Nasional 1,98 2,18 2,26 2,24 2,34 0,28 2,79 | pola inkremental, sehingga
Indeks Domain Kebijakan 1,75 1,95 2,07 2,21 2,39 ' 0,37 2,94 : pergerakan Indeks SPBE Nasional
Indeks Domain Tata Kelola 1,74 1,86 1,95 1,89 1,85 0,20 2,29 | dilakukan secara gradual dengan
Indeks Domain Manajemen - - - 1,23 1,32 0,22 1,66 I mengakumulasi penambahan IPPD
Indeks Domain Layanan 2,17 2,40 2,48 2,81 2,96 0,33 3,47 | dan perubahan indeks IPPD tefbaru,
*Jumlah IPPD Kategori “Baik” 82 196 256 159 185 114 5588 1| dimana pada tahun 2023 proyeksi
1| yang ditargetkan sebesar 2,60.
Jumlah Responden (IPPD) 582 603 603 517 554 52 621 |
*Catatan: Pada tahun 2018 — 2020 instrumen penilaian yang digunakan berdasarkan pada = T T T TR T
Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018, sedangkan mulai tahun 2021 instrument
penilaian yang digunakan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020. Range Indeks dan Predikat
] . . Penerapan SPBE
Grafik Capaian Indeks SPBE Nasional ™
Rentang Indeks
Tahun 2018 - 2023
Cuku uku
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2 1.98 2.18 226 2.24 R 1,8-<2,6 Cukup
1
0

2018 2019 2020 2021 2022 2023




KATEGORI INSTANSI

DENGAN PERSENTASE PREDIKAT “BAIK” KE ATAS

Persentase IPPD dengan Predikat “Baik” ke Atas
Tahun 2021 - 2023
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APITULASI HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2023 s panrb

DA DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT iz

“No. | Namalnstansi | Al | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | DI | D2 | D3 | D4 lindeks| Predikat NP N 28 dari 28 Pemda

I At oS e 470 375 375 500 283 300 440 467 470 400 291 45 414 sangateak | | | dilakukan evaluasi
Baat Tahun 2023

2 Pemerintah Kab. Bogor 370 275 375 300 213 333 420 483 370 320 245 445 371 SangatBaik e

3 Pemerintah Kab. Sukabumi 360 275 175 250 200 100 380 400 350 230 173 3.88 308 Baik

4 Pemerintah Kab. Cianjur 380 225 200 250 138 100 370 433 380 220 127 395 305 Baik

5 Pemerintah Kab. Bekasi 360 250 275 300 225 233 360 433 350 270 227 389 328 Baik Indeks SPBE Rerata

6 Pemerintah Kab. Karawang 500 325 475 500 338 300 450 500 500 420 327 470 438 Memuaskan \ daril 28 Pemda = 3.42

7 Pemerintah Kab. Purwakarta 290 225 250 150 113 233 400 400 290 220 145 400 299 Baik . ¢

8 Pemerintah Kab. Subang 300 250 300 200 138 100 340 350 300 260 127 344 282 Baik A oA (Baik)

9 Pemerintah Kab. Bandung 400 275 350 300 250 200 370 433 400 310 236 395 348 Baik )

10 Pemerintah Kab. Sumedang 500 300 450 300 238 300 460 500 500 360 255 476 414 SangatBaik

11 Pemerintah Kab. Garut 400 275 350 300 213 200 360 367 400 310 209 363 329 Baik

12 Pemerintah Kab. Tasikmalaya 310 125 225 200 100 100 450 417 310 180 100 437 301 Baik v -

13 Pemerintah Kab. Ciamis 300 275 275 250 150 100 380 417 300 270 136 395 3.09 Baik : 4

14 Pemerintah Kab. Cirebon 320 250 225 250 200 233 380 367 320 240 209 375 3.07 Baik -

15 Pemerintah Kab. Kuningan 290 300 300 350 288 267 350 450 290 310 282 390 339 Baik

16 Pemerintah Kab. Indramayu 410 375 300 350 250 300 370 383 410 340 264 375 353 SangatBaik

17 Pemerintah Kab. Majalengka 320 300 250 250 150 167 310 383 320 270 155 339 289 Baik

1 Femerintan Kab. Bandung 320 275 300 300 188 100 420 417 320 290 164 419 332 Baik 10 Pemda (36%)

19 Pemerintah Kab. Pangandaran 4.90 275 225 400 200 100 390 467 490 280 173 420 353 SangatBaik Predikat Sangat Baik

20 Pemerintah Kota Bandung 450 375 350 450 313 300 410 450 450 380 3.09 426 398 SangatBaik

21 Pemerintah Kota Bogor 370 300 350 400 288 300 400 450 370 340 291 420 372 SangatBaik

22 Pemerintah Kota Sukabumi 260 225 250 300 238 100 340 417 260 250 200 370 298 Baik

23 Pemerintah Kota Cirebon 410 250 400 400 300 233 380 367 410 340 282 375 355 SangatBaik

24 Pemerintah Kota Bekasi 330 250 250 200 138 100 350 450 330 240 127 390 3.0l Baik 17 Pemda (61%)

25 Pemerintah Kota Depok 480 325 425 400 213 233 370 417 480 380 218 388 370 SangatBaik

26 Pemerintah Kota Cimahi 410 350 475 350 325 233 420 467 410 400 300 438 402 SsangatBaik Predikat Baik

27 Pemerintah Kota Tasikmalaya 420 275 275 250 225 167 360 383 420 270 209 369 325 Baik

28 Pemerintah Kota Banjar 320 160 325 250 100 233 390 383 320 240 136 387 3.00 Baik




PREVIEW TINDAK LANJUT TAHUN 2024

PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH JAWA BARAT

@ Kebijakan Internal

Perlu  melakukan  reviu  aktual
terhadap kebijakan internal
penerapan SPBE dengan melibatkan
peran perangkat daerah terkait,
sebagai langkah  tindak lanjut
optimalisasi (continues
improvement) kebijakan internal SPBE
di lingkup Pemda wilayah Provinsi
Jawa Barat untuk mendukung
implementasi kebijokan SPBE secara
terpaduy, terintegrasi dan
berkesinambungan. Hasil output dari
masing-masing rekomendasi setiap

substansi/indikator dapat  berupa
turunan kebijakan sebagai
penguatan implementasi atau

pelaksanaan kebijakan tersebut.

& Manajemen SPBE

Mengoptimalkan praktik-praktik
penerapan subjek manajemen SPBE
melalui masing-masing strategi yang

ditetapkan dan diterapkan pada
seluruh unit kerja sesuai dengan
tahapan, proses dan ruang

lingkupnya berdasarkan pedoman
yang ada atau menggunakan
pendekatan yang konkrit.

o .
Q} Perencanaan Strategis

* Penyempurnaan terhadap Arsitektur
SPBE lingkup Pemda wilayah Provinsi
Jawa Barat dengan melakukan reviu
terhadap keselarasan dengan
Perpres 132/2022 dan mengidentifikasi
atribut-atribut yang belum
terakomodasi dan mempersiapkan
Arsitektur To-be.

+ Peta Rencana menjadi acuan untuk
keselarasan/konsistensi program
kerja dan anggaran yang terpadu
dan terkendali.

* Penyelarasan dan keterpaduan

anggaran  belanja  TIK  secara
konsisten

* Melakukan konsolidasi atau inisiatif
inovasi  proses  bisnis  berbasis
elektronik

Audit TIK
Menindaklanjuti  Audit teknologi
dan keamanan Aplikasi dan
Infrastruktur SPBE secara
berkesinambungan yang

mengacu pada ketentuan BRIN
(audit teknologi) melalui
penggunaan audit tools BRIN dan
ketentuan BSSN (audit keamanan)
dengan mekanisme yang

:Qj TIK

+ Pengendalian pembangunan
aplikasi SPBE yang terpadu pada
fungsi pengelolaan TIK

+ Pengelolaan dan pemanfaatan
infrastruktur SPBE yang terpadu
dan terintegrasi, serta
mendukung penguatan layanan
Infrastruktur SPBE nasional.

J— Layanan Adm.
@emerintohon

Mengoptimalkan
layanan

pemanfaatan
administrasi
pemerintahan berbasis aplikasi
umum berbagi pakai dengan
melakukan penguatan kebijakan,
tata kelola, manajemen atau
peningkatan fungsi layanan untuk
mendukung implementasi  di
lingkup Pemda wilayah Jawa Barat.

 panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFGRMASI BIRCKRAS|

iﬂi‘ Penyelenggara SPBE

+ Agar mengoptimalkan
Tim Koordinasi SPBE
perbaikan pelaksanaan tugas
dan program kerja berdasarkan
progres dan kinerja.

* Untuk terus mengupayakan
angkah-Langkah inovasi
kolaborasi SPBE yang dilakukan
secara akuntabel.

peran
dalam

Layanan Publik

+ Meningkatkan layanan
pendukung tugas dan fungsi
organisasi dengan kapabiltas
fungsi dan pemanfaatannya.

+ Mendorong pemanfaatan satu
portal terpadu untuk seluruh
layanan.






nr GAMBARAN UMUM
pab PELAKSANAAN EVALUASI SPBE
AT

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektro

Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Siste

D A S A R H U K U M " Pemerintahan Berbasis Elektronk

Perubahan Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantatie
dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Mengetahui capaian kemajuan Penerapan SPBE sebagai

DAN TUJUAN Pusat dan Pemerintah Daerah,
sehingga dapat memberikan
saran peningkatan

Pemerintah Daerah sesuai
dengan tujuan SPBE

Pemerintahan melalui
program prioritas
Kementerian PANRB

LHE IPPD dan
Indeks SPBE
“Baik”

) Menjamin kualitas pernerapan landasan menuju
LATAR BELAKANG pelaksanaan SPBE pada Instansi e SPBE pada Instansi Pusat dan e Transformasi Digital

Kerja sama Tim Koordinasi SPBE
Nasional dan 35 Perguruan
Tinggi (Asesor Eksternal)

638 IPPD*

*Kementerian (34)

PELAKSANAAN -LPNK (23)
PEMANTAUAN Plemlorres [l (1] * Akan ditetapkan melalui Keputusan
DAN EVALUASI "LNS (21) Menteri PANRB kemudian

*Pemerintah Provinsi (38)

*Pemerintah Kabupaten (415) »

*Pemerintah Kota (93)

Responden
Eksternal
Output dan
Outcome

*) Akan ditetapkan melalui
Keputusan Menteri PANRB




panrb TARGET CAPAIAN
PENERAPAN SPBE NASIONAL
TAHUN 2024

é 638\
2,85 QPPD

INDEKS SPBE TARGET (RPJMN)
NASIONAL

‘ oo/\ ‘ o"/\ ‘ 0%‘

PERSENTASE INSTANSI PERSENTASE PROVINSI PERSENTASE KAB/KOTA
PUSAT “BAIK" KE ATAS “BAIK" KE ATAS “BAIK” KE ATAS

350 IPPD DENGAN PREDIKAT SPBE “BAIK"” KE ATAS




RENCANA TIMELINE (TENTATIF)

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

JANUARI - MARET

PENYELESAIAN PENDING
MATTERS 2023 DAN PERSIAPAN
SPBE SUMMIT 2024
Penyelsaian laporan
pelaksanaan evaluasi SPBE 2023,
LHE untuk seluruh IPPD, dan
persiapan serta koordinasi SPBE
Summit 2024.

2

MEI - JUNI

PERUBAHAN PEDOMAN
MENTERI PANRB NO 6
TAHUN 2023
Perubahan penilaian untuk
menyesuaikan konteks
keterpaduan layanan
digital pada IPPD

Pelaksanaan ToT kepada
seluruh kandidat asesor serta
sosialisasi pelaksanaan kepada

3

JUNI

BIMTEK ASESOR DAN
SOSIALISASI EVALUASI PADA

IPPD

seluruh IPPD

-

et
ole

JUNI - JULI

PENILAIAN MANDIRI IPPD
Dilaksanakan oleh IPPD
secara mandiri melalui

aplikasi tauval.spbe.go.id

mengakselarasi SPBE
Pemda dengan predikat

EVALUASI SPBE TAHUN 2024

5 7

JULI AGUSTUS
ASISTENSI SPBE PENILAIAN INTERVIU
WILAYAH TIMUR Penilaian dilakukan dengan

mekanisme online,
dilakukan oleh Asesor
Eksternal terhadap IPPD
yang mengikuti evaluasi
SPBE

Dilakukan untuk

di bawah baik.

o

JULI

PENILAIAN DOKUMEN
Desk Evaluation oleh
asesor eksternal terhadap
hasil penilaian mandiri
IPPD melalui
tauval.spbe.go.id

SEPT - OKT

EVALUASI ONSITE
Dilakukan untuk
mengoptimalkan potret nasional
dengan melakukan evaluasi
terhadap IPPD yang belum
melakukan penilaian mandiri
pada waktu yang telah
disediakan

9

OKT - NOV

PENILAIAN VISITASI
Dilakukan untuk klarifikasi
lebih lanjut (jika diperlukan)
pada 5-10% IPPD yang

mengikuti evaluasi SPBE 2024

DESEMBER

PELAPORAN AKHIR DAN FINALISASI
HASIL
Penyusnan tabulasi hasil akhir
serta penetapan SK Menteri PANRB
tentang Hasil Evaluasi SPBE 2024

il

-i.,}‘lll

10

NOVEMBER

HARMONISASI DAN PENYUSUNAN
ANALISIS DAN REKOMENDASI
Merupakan tahapan untuk
menindaklanjuti isu strategis
evaluasi SPBE bersama Tim
Koordinasi SPBE Nasional, dan
memberikan analisis dan
rekomendasi atas hasil evaluasi
oleh Asesor Eksternal.
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PEMENUHAN KRITERIA UMUM
DOMAIN KEBIJAKAN

5-OPTIMUM

4-TERINTEGRASI & TERSTRUKTUR

3-TERSTANDARDISASI

2-TERKELOLA

1-RINTISAN

PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN

KOLABORASI ANTAR INSTANSI, DIEVALUASI,
DIKENDALIKAN, HASIL REVIU DAN REKOMENDASI

SEMUA
Merujuk pada kriteria
muatan/cakupan, proses
dan lingkup penerapan
SEBAGIAN

KONSEP KEBIJAKAN




INAAN APARATUR NEGARA

PEMENUHAN KRITERIA UMUM
DOMAIN TATA KELOLA

5-OPTIMUM

4-TERINTEGRASI & TERSTRUKTUR

3-TERSTANDARDISASI

2-TERKELOLA

1-RINTISAN

OPTIMALISASI TATA KELOLA BERKESINAMBUNGAN

KOLABORASI ANTAR INSTANSI, DIEVALUASI,
DIKENDALIKAN, HASIL REVIU DAN REKOMENDASI

SEMUA
Merujuk pada kriteria
muotonﬁ:okupan, proses
dan lingkup penerapan
SEBAGIAN

KONSEP/DRAFT DOKUMENTASI TATA KELOLA



APARATUR NEGARA
DAN IROKRASI

PEMENUHAN KRITERIA UMUM
DOMAIN MANAJEMEN

5-OPTIMUM

4-TERPADU & TERUKUR

3-TERDEFINISI

2-TERKELOLA

1-RINTISAN

DILAKUKAN PENINGKATAN KUALITAS SECARA
BERKESINAMBUNGAN BERDASARKAN HASIL REVIU
DAN EVALUASI SPBE

KEGIATAN REVIU DAN EVALUASI PADA SETIAP
MANAJEMEN SPBE

DENGAN MENGGUNAKAN PEDOMAN, DITERAPKAN
PADA SEMUA UNIT KERJA

DENGAN PERENCANAAN, NAMUN BELUM
MENGGUNAKAN PEDOMAN, DITERAPKAN HANYA
PADA SEBAGIAN UNIT KERJA

DILAKSANAKAN TANPA PERENCANAAN




PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

PEMENUHAN KRITERIA UMUM
DOMAIN LAYANAN

Kriteria Umum
Kapabilitas LAYANAN

Layanan SPBE diberikan dalam bentuk
informasi satu arah.

Layanan SPBE diberikan dalam bentuk
interaksi dua arah.

Layanan SPBE diberikan melalui satu
kesatuan transaksi operasi dengan
menggunakan beberapa sumber
daya SPBE.

Layanan SPBE diberikan melalui
integrasi/ kolaborasi dengan layanan
SPBE lain.

Layanan SPBE telah dilakukan
perbaikan dan peningkatan kualitas
menyesuaikan perubahan kebutuhan
di lingkungan internal dan eksternal.

| S
O— ]

E
@-€ ~-@-€ «@

One accurate
measurement is worth

a thousand
expert opinions

Memberikan informasi 1 arah

Pecarian informasi, pengunggahan
dokumen, dan pengunduhan
dokumen

Layanan transaksi kepada
pengguna seperti transaksi basis
data, validasi data, mekanisme
persetujuan, dan analitik data

Layanan kolaborasi dengan layanan
elektronik lain (integrasi basis data/
middleware/layanan)

Dipantau, dinilai dan dievaluasi
Berkala, ditindaklanjuti



panrb | EVALUASI PENERAPAN

== | ARSITEKTUR SPBE

EVALUASI SPBE - INDEKS SPBE
(PERMENPAN 59/2020)

EVALUASI RB — INDEKS RB
(PERMENPAN 9/2023)

Diukur pada tahap evaluasi eksternal yang dilakukan oleh evaluator meso
dan evaluator nasional untuk mendapatkan gambaran objektif
perkembangan hasil dan dampak reformasi birokrasi.

0 Belum memiliki arsitektur

Diukur dengan menggunakan metode tingkat kematangan (e-government
maturity model). Untuk Tingkat kematangan penerapan arsitektur diukur
berdasarkan metode tingkat kematangan kapabilitas proses.

1 Dokumen bukti dukung hanya berupa konsep/draft (belum
ditandatangani secara resmi)

——

2 - Dokumen bukti dukung telah ditandatangani secara resmi 1 Sudah memiliki arsitektur as-is

oleh pejabat berwenang

Belum mencakup 6 referensi dan domain arsitektur secara
lengkap (proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE,
aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE)

3 + Dokumen bukti dukung telah ditandatangani secara resmi
oleh pejabat berwenang

+ Sudah mencakup 6 referensi dan domain arsitektur secara
lengkap (proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE,
aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE)

Memenuhi kriteria (1) dan sudah memiliki arsitektur to-be

Memenuhi kriteria (2) dan telah melakukan gap analysis
serta menyusun peta rencana SPBE berdasarkan
arsitektur SPBE (as-is, to-be, dan gap analysis-nya)

4 Memenuhi kriteria (3) dan telah mengimplementasikan
arsitektur SPBE dalam proses perencanaan dan

4 > RlEL UL el R eleln ellUeE! penganggaran SPBE (proses evaluasi belanja TIK)

+ Telah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional
v' Menggunakan referensi arsitektur SPBE nasional
v' Mendukung inisiatif strategis arsitektur SPBE nasional

5  Memenuhi kriteria (4) dan telah melakukan
reviu/evaluasi arsitektur SPBE secara periodik sebagai
sebuah siklus perbaikan berkelanjutan

5 Dilakukan pemutakhiran (proses revitalisasi as-is dan to-be
arsitektur secara periodik)

o e e e R e R e R e R e R e R e R e e e e e e ey,
°

o o o o o e o e o e e e e e e e e e e e R R e e e R e e R e e e e -

— o e e e e e M e e e M M e M Rmm e e e R M e e R e e e e e e e

|
|
I
I
|
|
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|
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I
I
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rb | SUBSTANSI PERUBAHAN

PEDOMAN MENTERI PANRB 6/2023

Penyesuaian siklus pembangunan aplikasi sesuai dengan Kebijakan dan
Rancangan Peraturan Menteri Kominfo Tata Kelola

Penilaian Arsitektur SPBE berdasarkan Sistem Informasi Arsitektur Perubahan
2. SPBE Tata kelola pedomqn secara

umum adalah

Penilaian manajemen SPBE fokus terhadap implementasi, bukan TG el

pada penyusunan kebijakan manajemen SPBE Manajemen === krlteéfnﬁiedncl:slqn

Penilaian dan kriteria tinakat k ; ST menganulir kriteria
enilaian dan kriteria tingkat kematangan Manajemen Manajemen yang sudah

Pengetahuan SPBE berdasarkan Peraturan BRIN No 2 Tahun 2024 berlaku

o e . . . sebelumnya.
Penilaian dan kriteria tingkat kematangan Audit Aplikasi dan Audit

Infrastruktur berdasarkan Peraturan BRIN No 1 Tahun 2024 SelElEiTEn

Pemanfaatan Portal Nasional (Layanan Publik dan Administrasi
6 Pemerintahan) dan pengonsolidasian aplikasi SPBE ke dalam satu  Layanan
portal layanan




PEMBAG
INDIKATOR
SPBE




CONTOH UMUM PEMBAGIAN KEWENANGAN INDIKAT

DOMAIN KEBIJAKAN

Indikator 1 Kebijakan Internal Indikator 6 Kebijakan Internal
Arsitektur SPBE Layanan Jaringan Intra

Indikator 2 Kebijakan Internal Peta Indikator 7 Kebijakan Internal
Rencana SPBE Penggunaan Sistem Penghubung
Layanan

Bag Hukum dan Diskominfo
Kebijakan
SPBE

Bag Hukum dan Diskominfo Bag Hukum dan Diskominfo

Indikator 4 Kebijakan Internal Indikator 9 Kebijakan Internal Audit
Pembangunan Aplikasi SPBE TIK

Indikator 5 Kebijakan Internal Indikator 10 Kebijakan Internal Tim
Layanan Pusat Data Koordinasi SPBE



CONTOH UMUM PEMBAGIAN KEWENANGAN INDIKATO

DOMAIN TATA KELOLA

Layanan Pusat Data
_______ Diskominfo

ArsitekturSPBE /nciceens I
Organisasi dan Diskominfo

Layanan Jaringan Intra
Diskominfo

Peta Rencana SPBE I
Bappeda dan Diskominfo =@ == == ==

Keterpaduan Rencana dan o
Anggaran
Bappeda, BPKAD, dan

Diskominfo

Penggunaan Sistem
Penghubung Layanan
Diskominfo

Pelaksanaan Tim Koordinasi
SPBE
Inovasi Proses Bisnis Koordinator SPBE
Organisasidan
Diskominfo
Kolaborasi Penerapan SPBE
Koordinator SPBE
Pembangunan Aplikasi SPBE

Diskominfo




CONTOH UMUM PEMBAGIAN KEWENANGAN INDIKATOR

e 1[)‘:’”V"l‘u\’1"%[“‘\L“-"E'bdug'\’

Penerapan Manajemen Pengetahuan
_______ Bappeda/Kominfo/BKD
Penerapan Manajemen Risiko SPBE I
Inspektorat ¢ — = — === ===

Penerapan Manajemen Perubahan
—————————— Organisasi

Penerapan Manajemen Keamanan Informasi I
Diskominfo [ L e e e - -

Penerapan Manajemen Layanan SPBE
Organisasi dan Diskominfo

Indikator

Penerapan Manajemen Data Tata
Diskominfo dan Bappeda - Kelolq
Indikator Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
————— 29 Inspektorat
Penerapan Manajemen Aset TIK Indikator
BPKAD (- — - - — - -

p.

‘ Indikator Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE
Inspektorat

Penerapan Kompetensi Sumber Daya
Manusia
BKD

Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE
Inspektorat




D | CONTOH UMUM PEMBAGIAN KEWENANGAN INDIKA

DOMAIN LAYANAN

AplikCISi Layanan Perencanaan e e Layonqn Kec_:rsipon Indikator ERXe)Zelalely! Pengodgcn
Layanan Berbasis Bappeda 37 _ Dinamis 42 _ Pelayanan Publik
Elektronik Dinas Kearsipan Diskominfof/Organisasi
o
I . Layanan Pengelolaan _
: Layanan Penganggaran (ke Barang Milik sl Layanan Data Terbuka
! Bappeda 38 Negara/Daerah 43 Diskominfo/Bappeda
BPKAD
Layanan Jaringan
LAYANAN Layanan Keuangan QETE A Layanan Pengawasan Indikator Dokumentasi dan
Bappeda/BPKAD 39 Internal Pemerintah C 2 3 (nformasi Hukum (JDIH)
SPBE Inspektorat Bagian Hukum
Layanan Pengadaan pEmseeel | ayanan Akuntabilitas
Barang dan Jasa 40 Kinerja Organisasi Ll ayanan Publik Sektor 1,2
UKPBJ Organisasi 3
Perangkat Daerah
teknis pemilik layanan
Layanan Kepegawaian Indikator Layanan Kinerja (DPMPTSP, Dinkes,
BKD 41 Pegawai Dinsos, dlI)

BKD
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KAIDAH PENGISIAN
PENJELASAN
PENILAIAN MANDIRI

Indikator 10

Domain : Kebijakan SPBE
Aspek : Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Indikator : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Penjelasan Indikator
A A

Tingkat & Kriteria ¢ Capaian

Konsep kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.

Area CATATAN INSTANSI dan DAFTAR DOKUMEN

Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait
Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi

/
[
[
[

o e e e e e mm o o mm o o o e o e e o e e e e e e e e e e

UPLOAD DOKUMEN PENDUKUNG

2 Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan
SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang
mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah, dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi

secara periodik.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Showing 1 to 5 of 5 entries

Upload Dokumen Pendukung

*panjang nama file maksimum 60 karakter. Jika melebihi 60 karakter, sistem akan otomatis memotong nama file menjadi 60 karakter
“apabila ukuran file unggah melebihi ketentuan batas maksimum, agar dapat mereferensikan urlfink data dukung dalam penjelasan

Upload dan Simpan



4 )

Menyampaikan FAKTA,
HASIL ANALISIS dan
JUSTIFIKASI LEVEL
Kematangan

(U 4

4 )

Sedapat mungkin
menggunakan SCAN file
DATA DUKUNG memiliki

kemampuan SEARCH-
able

(U 4

PERMASALAHAN PENGISIAN
PENJELASAN PENILAIAN MANDIRI

Isian pada kolom
Penjelasan
Indikator tidak
disampaikan
dengan baik.

File Data Dukung
hasil scan yang
disertakan
sebagai evidence
tidak dapat di
search

List data dukung
tidak relevan
dengan
ETEERET
Indikator yang
disampaikan

MEINEERilE
Data Dukung
tidak
disesuaikan/
identik dengan
content

4 )

Sampaikan DATA DUKUNG
yang RELEVAN dan
DIRUJUK pada kalimat
PENJELASAN

- J

4 )

Penamaan FILE DATA
DUKUNG dibuat IDENTIK
dengan ISI dan terurut
sesuai penjelasan

(& )

KAIDAH: LAKUKAN PENGISIAN PENJELASAN DAN DATA DUKUNG DENGAN BAIK & TERSTRUKTUR



CONTOH
PENJELASAN PENILAIAN MANDIRI

Contoh kalimat PENJELASAN:

Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Internal tercantum dalam << Nama

Kalimat isian Dokumen Kebijakan >> << Nomor ... Tahun 20.. >> tentang << Uraian Nama
PENJELASAN Kebijakan >>, yaitu pada pasal << Nomor Pasal >> halaman << Nomor Halaman >>
menyampaikan tentang << Uraian Nama Pasal >> yang disampaikan pada file << Nama File
FAKTA, HASIL Lampiran Data Dukung >>-- FAKTA
ANALISIS dan
JUSTIFIKASI Berdasarkan pasal tersebut pengaturan telah << mencakup pengaturan tugas-
LEVEL tugas Tim Pengarah SPBE yang dapat diterapkan di semua unit kerja atau semua
Kematangan perangkat daerah. >> -- ANALISIS sesuai kriteria level

Sehingga dari penjelasan dan data dukung yang disampaikan tersebut di nilai telah
menggambarkan Tingkat Kematangan Level 3 — JUSTIFIKASI LEVEL



KAIDAH PENULISAN PENJELASAN (2)

Contoh kalimat PENJELASAN:

Kebijakan internal terkait Tim Pengarah SPBE tercantum dalam << Nama Dokumen
Kebijakan >> << Nomor ... Tahun 20.. >> tentang << Uraian Nama Kebijakan >>,
yaitu pada pasal << Nomor Pasal >> halaman << Nomor Halaman >> tentang <<
Uraian Nama Pasal >> yang disampaikan pada file << Nama File Lampiran Data
Dukung >>-- RUJUKAN ke data dukung.

Sementara itu, penetapan personil dan tugas-tugas Tim Pengarah SPBE tercantum
dalam << Nama Dokumen Kebijakan >> << Nomor ... Tahun 20.. >> tentang <<
Uraian Nama Kebijakan >>, yaitu pada pasal << Nomor Pasal >> halaman <<
Nomor Halaman >> tentang << Uraian Nama Pasal >> yang disampaikan pada file
<< Nama File Lampiran Data Dukung >>-- RUJUKAN ke data dukung.

Contoh list 2 nama file lampiran sebagai DATA DUKUNG PENJELASAN:

Indikatorla-Permen-TataKelolaSPBE.pdf

s

ampaikan DATA\
DUKUNG yang
RELEVAN dan
DIRUJUK pada
kalimat

PENJELASAN
& J

/Penamaan FILE\

DATA DUKUNG
dibuat IDENTIK
dengan ISl dan
terurut sesuai

Indikatorlb-SKMenteri-TimKoordinasiSPBE.pdf

\ penjelasan /




SCAN file DATA
DUKUNG
memiliki

kemampuan
SEARCH-able

KAIDAH PENYAMPAIAN DOKUMEN DATA DUKUNG

-~ Page1 1 match

b bahwa untuk
meningkatkan ...
diperlukan tata kelol...
Page 2 1 match
Manajemen SPBE
adalah serangkaian
proses untuk menca...
Page & 1 match
Manajemen SPBE;

Page 14 1 match
Manajemen SPBE;

Page 24 1 match

a. memenuhi Standar
Masional ... terkait d...

Page 25 1 match

(6) Dalam hal Standar
MNasional ... terkait d...

] ~

View

Sort By:

Perpres Nomor 95 Tahun 2018.pdf [} @ M £ v m} @® ), Manajemen [ <]
HTDE R Zoom Share Highlight Rotate Markup Search
Search Rank Page Order Found on 35 pages | € | > Done
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presigen ini
meliputi:

a. Tata Kelola SPBE;

b. Manajemen SPBE;

c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi,
d. penyelenggara SP

e. percepatan SPBE; dan

f. pemantauan dan evaluasi

BAB 11
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Bagian Kesatu

Umum

Contoh proses SEARCH terhadap file dokumen DATA
DUKUNG dengan kata kunci pencarian MANAJEMEN



KOLABORASI DALAM PELAKSANAAN EVALUASI SPBE

PIC
Anggota
Tim Assesor

Perkuat TIM ASESOR
dengan menentukan PIC
pada masing-masing
Indikator yang terkait
dengan tugas/fungsinya

OPERATOR
Layanan/Aplikasi

Siapkan PIC layanan/
APLIKASI yang memahami
FUNGSI TEKNIS Layanan
(username dan password)
sehingga dapat
memberikan pemahaman/
uraian kemampuan teknis

DOKUMENTASI/
SCREENSHOT/
VIDEO

Siapkan DOKUMENTASI
setiap progress pelaksanaan
penerapan SPBE untuk data

dukung evaluasi SPBE

TIPS: PERKUAT KOLABORASI STAKEHOLDER

PENJELASAN
DAN DATA
DUKUNG
YANG AKURAT

Perkuat PENJELASAN dan
DATA DUKUNG yang
lengkap sesuai kaidah

Permenpanrb 962/2020
untuk setiap indikator
sehingga akan memberikan
penjelasan yang akurat







MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Januari 2024

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 000.9.3.2/92/SJ

TENTANG

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL
DAN KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka percepatan
transformasi digital untuk mencapai keterpaduan layanan digital nasional serta memperhatikan:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;

2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

3. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Nasional; dan

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,

diminta perhatian Saudara/l untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan penerapan percepatan fransformasi digital untuk mencapai keterpaduan
layanan digital di lingkungan Pemerintah Daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE), dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam penerapannya.

2. Melakukan penyederhanaan proses bisnis, penyelenggaraan administrasi pemerintahan
dan pelayanan publik (baik intra maupun antar instansi) untuk penyelenggaraan layanan
yang berfokus pada kebutuhan pengguna (user cenfric) dengan tetap memperhatikan
kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal.

3. Melakukan konsolidasi seluruh aplikasi SPBE pemerintah daerah ke dalam 1 (satu) portal
layanan pemerintah daerah, sebagai transisi konsolidasi ke dalam portal layanan nasional
selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional.

4. Mengoptimalisasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE yang terpadu berbasis
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

PERAN PEMDA UNTUK MEMASTIKAN
PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL &
KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL DI DAERAH

_j Penyederhanaan proses bisnis

_j User centric dalam penyelanggaraan administrasi pemerintahan & pelayanan
publik

» ¥ Konsolidasi seluruh aplikasi SPBE ke dalam 1 portal layanan Pemda sebagai
transisi konsolidasi ke dalam portal layanan nasional, yang selaras dengan
Arsitektur SPBE Nasional

p B Memastikan keterpaduan rencana & anggaran SPBE berbasis Arsitektur SPBE
Pemda berdasarkan hasil reviu*

_j Pembagian peran pembinaan & pengawasan reviu keterpaduan rencana &
anggaran SPBE :
= Lingkup Pemerintah Provinsi oleh Kemendagri selaku Anggota Tim
Koordinasi SPBE Nasional
= Lingkup Pemerintah Kota dan Kabupaten oleh Pemerintah Provinsi

_j Pelaporan percepatan transformasi digital di Pemda kepada Mendagri melalui
Dirjen Bina Pembangunan Daerah setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu diperlukan

*reviu dilakukan oleh Bappeda

> bangga
BerAKHLAK melayani
L bangsa
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Istang
27 Mei 20

ARAHAN PRESIDEN RI - 27 MEI 2024

an GovTech,

Nega,& Jakarta

24

SPBE SUMMIT 2024 DAN PELUNCURAN GOVTECH INDONESI

donesia

01

02

03

04

05

06

Kehadiran birokrasi harusnya melayani, bukan
mempersulit dan memperlambat

Mulai tahun ini, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
harus berhenti membuat aplikasi baru yang sifatnya
tidak efektif dan efisien.

Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bersama-
sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi
dan data, untuk menciptakan ekosistem layanan.

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu
memperkuat Digital Public Infrastructure sebagai jalan
tol untuk digitalisasi pelayanan publik.

Konsolidasi layanan publik terintegrasi ke dalam satu
portal layanan

Penyiapan ASN yang bertalenta digital, serta
melakukan perbaikan terus menerus baik dari sistem
maupun layanan yang ada untuk kepentingan
masyarakat.
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